
BUPATIBENGKAYANG 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 

NOMOR 24 TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIBENGKAYANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat 

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

Bab VI huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Bengkayang tentang Tata Cara Pergeseran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di 

Linglrungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823); 

2 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)  

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
l Al 
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Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 64850); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republic 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah 
dengan Undang-Undang n o m o r  15 Tahun 2019 tentang 
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2 0 1 1  tentang Pembentukan Peraturan Perundang 

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573);  

7.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1  7 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 201 7  Nomor 73 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 20 1 7  Nomor 106 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 1 9 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781 ) ;  
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12 .  Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 1 1 )  

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 1  

Tahun 2016  tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 

Nomor 5); 

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang 

Nomor 7). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG TATA CARA 
PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BENGKAYANG 

B AB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 . 

3 .  Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

4 . Bupati adalah Bupati Bengkayang. 
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
6.  Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten 

Bengkayang. 
7. Peraturan Kepala Daerah selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan 

Bupati Bengkayang. 
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang. 
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang. 
10 .  Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya 

disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan, pendapatan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bengkayang. 

1 1 .  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Bengkayang. 

12 .  Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkayang. 

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

Kepala BPKPAD yang berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). 

15.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang. 

16 .  Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan perubahan pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

17.  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya 
disingkat PPAS Perubahan adalah rancangan program prioritas dan patokan 

batas maksimal anggaran perubahan yang diberikan kepada SKPD /PPKD 

untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKAP. 

18 .  Pergeseran anggaran adalah perubahan anggaran antar unit organisasi, antar 

program, antar kegiatan dan antar rekening pendapatan dan rekening 

belanja daerah yang mengakibatkan perubahan secara redaksional pada 
dokumen penjabaran APBD. 

19 .  Kegiatan yang Dilaksanakan Sebelum Penetapan Perubahan APBD adalah 

program dan kegiatan dalam. keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya 

yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, 
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dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD. 

20. Rencana Kerja dan Anggaran Pergeseran yang selanjutnya disebut RKAP 

adalah dokumen yang memuat rencana pergeseran anggaran pendapatan 

dan belanja sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 

2 1 .  Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah 

dokumen yang memuat anggaran belanja yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 

22. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran yang selanjutnya disebut DPPA 

adalah dokumen yang memuat pergeseran pendapatan dan belanja yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran oleh Pengguna 

Anggaran. 

23. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber 

dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan 

dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap 

triwulan. 

24. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 

untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program. 

25. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus 

menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah 

yang cukup untuk kebutuhan setiap bulan untuk tahun anggaran berkenan. 

26. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya pelayanan 
dasar kepada masyarakat. 

27. Obyek belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening 
belanja. 

28. Rincian obyek belanja adalah digit kelima setelah jenis belanja pada kode 
rekening belanja. 

29. Uraian rincian obyek belanja adalah nama/judul pengeluaran dibawah 
rincian obyek belanja, sesuai kebutuhan kegiatan dan telah dipastikan 
satuan dan harga satuannya. 

BAB II 

MEKANISME DAN PELAKSANAAN PERGESERAN 

Pasal 2 

( 1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan an tar organisasi, an tar unit organisasi, 
antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar 
jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek. 
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(2) Pergeseran anggaran terdiri atas : 
a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan 
b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. 

Pasal 3 

(1 )  Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, yaitu : 
a. pergeseran antar organisasi; 
b. pergeseran antar unit organisasi; 
c. pergeseran antar program; 
d. pergeseran antar kegiatan; 
e. pergeseran antar sub kegiatan; 
f. pergeseran antar kelompok; dan 
g. pergeseran antar jenis. 

(2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yaitu : 

a. Pergeseran antar obyek dalam jenis yang sama, Pergeseran ini dapat 

dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah; 

b. Pergeseran antar rincian obyek dalam obyek yang sama, Pergeseran ini dapat 

dilakukan atas persetujuan PPKD; 

c. Pergeseran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek yang sama, 

Pergeseran ini dapat c:lilakukan atas persetujuan PPKD; dan 
d. Perubahan atau Pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek dapat 

dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran. 

(3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan 

sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan 

Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan 
APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan 

Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD. 

(4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan 

setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran. 
(5) Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD. 
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Pasa14 

( 1 )  Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan 

APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala 

Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut 

dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik 

ditingkat nasional atau daerah . 

(2) Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, 

pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD, jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan 

APBD, dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. 

(3) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD. 

(4) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti 
ketentuan mekanisme perubahan APBD. 

(5) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas. 

BAB III 

KETENTUANPELAKSANAAN 

Pasal 5 

(1 )  SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan 

kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. 

(2) Atas usulan tersebut: 

a. TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah tentang APBD yang 

diperlukan jika pergeseran anggaran merubah Peratuan Daerah tentang 
APBD; dan 

b. Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan 
jika pergeseran anggaran tidak merubah Peraturan Daerah tentang 
APBD. 

(3) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan 
DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. 

(4) Perubahan DPA SKPD disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh 
PPKD. 



BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 

Bengkayang Nomor 22 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Pergeseran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 22) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

B AB V  

PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penem.patannya dalaro Berita Daerah Kabupaten Bengkayang. 

Ditetapkan di Bengkayang 

Pada tanggal 25 April 2022 

BUPATIBENGKAYANG, 

TTD 

SEBASTIANUS DARWIS 

Diundangkan di Bengkayang 

Pada tanggal 25 April 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BENGKAYANG, 

TTD 

OBAJA 

SERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 24 

aljray sesu ai  dengan aslinya 
'-Kbag Hukum 

yr@ngkayang 
hL 
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PENJELASAN 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 

NOMOR 24 TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG 

I. UMUM 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah menegaskan bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikan mandat oleh rakyat 
untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. 

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kepala 
daerah berwenang menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala 
daerah, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat 
dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat serta berwenang untuk: 
melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Tolak ukur keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan amanat 
rakyat selanjutnya tidak terlepas dari dukungan dari pimpinan dan anggota 
dewan perwakilan rakyat daerah khususnya dalam hal menetapkan kebijakan 
yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah baik yang 
ditetapkan dalam peraturan daerah maupun yang ditetapkan dengan peraturan 
kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
yang berlaku. 

Pengaturan mengenai tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan 
belanja daerah dilingkungan pemerintah kabupaten bengkayang merupakan 
amanat dari Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah dan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang 
diterbitkan oleh kementerian dalam negeri setiap tahun. Peraturan Bupati ini 
untuk memperjelas tentang mekanisme dan tata cara pergeseran anggaran 
pendapatan dan belanja daerah dilingkungan pemerintah kabupaten 
bengkayang yang dapat digunakan sebagai prosedur tetap yang menjadi 
pedoman bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dan tim anggaran 
pemerintah daerah dalam rangka penyusunan peraturan kepala daerah tentang 
perubahan atas peraturan bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan 
dan belanja daerah dilingkungan pemerintah kabupaten bengkayang 
mendahului perubahan peraturan daerah. 
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• 
,II 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukupjelas 

Pasa12 

Ayat ( 1 )  
Cukupjelas 

Ayat (2) 

Huruf a 
Cukupjelas 

Huruf b 
Cukupjelas 

Pasal 3 

Ayat (1 )  
Cukupjelas 

Ayat (2) 

Huruf a 
Cukupjelas 

Hurufb 
Culrup jelas 

Huruf c 
Culrup jelas 

Huruf d 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Culrup jelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Pasal 4 

Ayat ( 1 )  
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Culrup jelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 
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Pasal 5 

Ayat ( 1 )  

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Pasal 7 

Huruf a 

Cukupjelas 

Huruf b 

Cukupjelas 

Ayat (31 )  

Cukupjelas 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR .24 
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